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Pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah mengatur
ketentuan mengenai asas-asas pemerintahan yang baik. Asas-asas ini bertujuan
untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan
cara yang baik, benar, dan bertanggung jawab, sehingga dapat memberikan manfaat
yang optimal bagi masyarakat. Namun, kepuasan masyarakat Kota Lhokseumawe
terhadap tata kelola pemerintahan dan pelayanan yang diberikan oleh Disdukcapil
Kota Lhokseumawe belum maksimal. Masih ada beberapa masyarakat yang merasa
kurang puas terhadap pelayanan yang diberikan. Penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis Penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good
governance), kendala dan upaya yang dilakukan pada pelayanan publik di kantor
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe,

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan pendekatan
yuridis empiris, dengan menggunakan data bahan hukum primer, skunder dan
tersier. Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi, serta
analisis data secara deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian penerapan prinsip-prinsip tata kelola
pemerintahan yang baik (Good Governance) pada pelayanan publik di kantor Dinas
Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe sudah berjalan, namun
belum maksimal. Kendala yang dihadapi berupa mengenai Sumber Daya Manusia,
Anggaran, Pemahaman dan Kesadaran Masyarakat serta Juknis. Adapun Upaya
yang dilakukan terhadap kendala tersebut berupa dengan meningkatkan Program
pelatihan, melakukan perekaman e-KTP bagi calon pemilih pemula dengan cara
mendatangi langsung sekolah-sekolah, melakukan kerjasama dengan pihak swasta
dan pemerintah pusat, mengusulkan penambahan unit mobile perekaman e-KTP
yang dapat menjangkau daerah-daerah sulit diakses, melakukan edukasi tentang
keamanan data digital dan memastikan bahwa sistem IKD yang digunakan telah
memenuhi standar keamanan yang ketat.

Saran penulis dalam penelitian ini adalah agar masyarakat berpartisipasi aktif
dalam program sosialisasi Disdukcapil untuk memahami hak dan kewajiban dalam
mendapatkan layanan publik berkualitas. Dan disarankan kepada Disdukcapil Kota
Lhokseumawe dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan,
menyediakan informasi yang jelas dan mudah diakses, serta memastikan petugas
memiliki kompetensi dan keramahan yang memadai. Serta DPRK Lhokseumawe
diharapkan mendukung anggaran Disdukcapil untuk penerapan tata kelola
pemerintahan yang baik dalam pelayanan publik.
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